SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/ 5 /KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2026;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismne
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6755);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7104);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5249);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5658);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 506);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun
2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU meliputi:

a.

b.

menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik
Sosial Tingkat Kabupaten;

mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan
mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
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memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya
konflik dan upaya penanganannya,;

melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan
dini;

merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai
semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan
konflik sosial; dan

membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan
pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan
rekontruksi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR

1.  Gubernur Kalimantan Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 5 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2026

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM TIM
1. | Bupati Hulu Sungai Selatan Ketua
2. | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Wakil Ketua I
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Wakil Ketua II
4. | Kapolres Hulu Sungai Selatan Wakil Ketua III
S. | Dandim 1003 Hulu Sungai Selatan Wakil Ketua IV
6. | Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Wakil Ketua V
7. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSS Sekretaris
8. | Kabag Ops Polres Hulu Sungai Selatan Wakil Sekretaris I
9 Pasi Ops Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan Wakil Sekretaris
) I
10 Kasi Intel Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Wakil Sekretaris
' I
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
L1 darli Menengah Kabgj HSSJ i Anggota
12. Eeelpbélgs[)smas Pertanian, Perikanan dan Pangan Anggota
13. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS Anggota
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
15. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggota
Kab. HSS
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
16. Kegakaran Kab. HSS ° Anggota
17, Ezlp;élﬁsBSadan Penanggulangan Bencana Daerah Anggota
18. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. HSS Anggota
19. | Kepala Kantor Pertanahan Kab. HSS Anggota
20. | Kepala Badan Intelijen Daerah Perwakilan Kab. HSS Anggota
21 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Anggota
" | Kab. HSS
22. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS Anggota
23 Kabid Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggota
" | Kab. HSS
24. | Camat se Kab.HSS Anggota
Analis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Anggota

Kab.HSS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR




